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BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR ’J(l TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

Menimbang

Mengingat

OPD

KABAG
HUKUM

TATA KERJA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;

|

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3452); ‘

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402)



5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial
Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota
(Berita Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1590);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Bupati adalah Bupati Lampung Barat.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada
Dinas.
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BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS

Pasal 2

(1) Dinas merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang sosial.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan
Pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas
menyelenggarakan fungsi :

perumusan kebijakan dibidang sosial;

pelaksanaan kebijakan dibidang sosial;

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang sosial;

pelaksanaan administrasi dinas dibidang sosial; dan

pelaksaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Perencanan dan
2. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
1. Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
2. Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
3. Kasi Jaminan Sosial Keluarga.
d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
1. Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
2. Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
3. Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
1. Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan
Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
3. Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh bidang.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, huruf d dan huruf e,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas .

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, huruf d dan huruf e,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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(1)

(2)

3)

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 5

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan
Pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas
menyelenggarakan fungsi :

a.

b.
€.
d
e

perumusan kebijakan dibidang sosial;

pelaksanaan kebijakan dibidang sosial;

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang sosial;

pelaksanaan administrasi dinas dibidang sosial; dan

pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

a.

b.

mmemimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dilingkungan
dinas sosial yang menjadi tugas dan kewenangannya;

mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang
berhubungan dengan bidang sosial,

merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial;

melaksanakan tugas dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan
pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial;

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang
Rehabilitasi Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dibidang
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;

melaksanakan kegiatan pemberdayaan terhadap kelompok usaha
bersama baik sosial maupun ekonomi;

meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan sosial bagi organisasi
kepemudaan dan pekerjaan sosial masyarakat;

melaksanakan pembinaan lembaga pemberdayaan dan pengembangan
sosial;

melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap organisasi sosial
dan yayasan sosial;

melaksanakan program kebijakan pemerintah pusat dan provinsi,
perumusan kebijakan daerah, dan pelaksanaan strategis
penyelenggaraan urusan pemerintah bidang sosial;

membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik
secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang
masing- masing;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan;



(1)

(2)

3)

n. menilai prestasi kerja ASN dilingkup Dinas sosial berdasarkan Sasaran

Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk
dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Aparatur
Sipil Negara; dan

melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian kedua
Sekretariat Dinas

Pasal 6

Sekretariat Dinas mempunyai tugas mengoordinasikan dan
menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan
pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan dinas
serta melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program
kerja dilingkungan dinas;

b. pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian,
perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;

c. pelayanan administrasi; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Sekretariat
dan lingkup Dinas.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas:

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dilingkungan
Sekretariat Dinas yang menjadi tugas dan kewenangannya;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lain yang berhubungan dengan bidang kesekretariatan;

c. menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan
penyusunan program Kerja;

d. merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun
anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan
serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan;

e. mengoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan
bidang-bidang yang ada dilingkungan Dinas;

f. menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan
kesekretariatan dan administrasi umum,;

g. menyelenggarakan urusan kesekretariatan, rumah tangga
(perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;

h. menyusun rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja;

i. melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana
APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan
surat administrasi lainnya;

j. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk

secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas
masing-masing;

OoPD
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(2)

3)

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan;

1. menilai prestasi kerja PNS dilingkup Sekretariat berdasarkan Sasaran
Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk
dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil; dan

m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Perencanaan

Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan
bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan
teknis dibidang sub bagian umum, kepegawaian dan perencanaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Umum dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

a. pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian dan
perencanaan;

b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan
dilingkungan Dinas; dan

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Umum
dan Perencanaan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai rincian tugas:

a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja
dibidang Umum Kepegawaian dan Perencanaan yang menjadi tugas
dan kewenangannya;

b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan
mengoordinasikan kegiatan dibidang Umum Kepegawaian dan
Perencanaan,

c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lain yang berhubungan dengan Bidang Umum Kepegawaian dan
Perencanaan;

d. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan;

e. memilah, mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip surat
menyurat menurut jenisnya;

f. melaksanakan pengadaan peralatan kantor sebagai penunjang
kelancaran tugas;

g menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi
urusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, serta pendidikan
dan pelatihan pegawai dilingkungan Dinas;

h. mengumpulkan, menjaga dan merawat perlengkapan dan fasilitas
kerja dilingkungan Dinas;

i. melaksanakan urusan pengolahan administrasi kepegawaian secara
umum dilingkungan Dinas;

J. menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang timbul

dalam pelaksanaan tugas untuk dikoordinasikan kepada atasan guna
mencari pemecahan masalah;

OPD
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(1)

k. menyiapkan bahan pengadaan kendaraan dinas berasal dari dana
APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan
surat administrasi lainnya;

l. menyusun Rencana Anggaran Kerja (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA);

m. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester
dan tahunan pelaksanaan program Dinas, semester dan tahunan
pelaksanaan program perencanaan;

n. menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang
perencanaan,

0. menyiapkan bahan dalam perencanaan program pembangunan bidang
pendapatan, pengelola keuangan dan barang milik daerah;

p. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk
secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas
masing-masing;

q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan;

r. menilai prestasi kerja PNS dilingkup Sub Bagian Umum dan
Perencanaan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku
kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan
mengoordinasikan = rencana anggaran pendapatan dan belanja,
melaksanakan kegiatan perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi serta
melaksanakan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan keuangan
Dinas.

OPD |

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. pengelolaan administrasi keuangan;

b. penyiapan bahan penyusunan anggaran dilingkungan Dinas;

c. penyusunan laporan keuangan Dinas dan pelayanan dibidang
keuangan; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang
keuangan.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas:

a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub
Bagian Keuangan yang menjadi tugas dan kewenangannya;

b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan
mengoordinasikan kegiatan di bagian keuangan,;

c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain
yang berhubungan dengan bidang keuangan;

d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan
perbendaharaan;

KABAG
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e. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan
(SPP-UP) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
Bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK);

f. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan

(SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat

Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), Surat Perintah

Pembayaran Lum Sum (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil

(PNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dan diajukan

bendahara pengeluaran;

melaksanakan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP);

menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);

melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;

melaksanakan akuntansi Perangkat Daerah (PD);

menyiapkan bahan dalam melaksanakan dan mengoordinasikan

rencana kegiatan yang telah diprogramkan;

l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk
secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas
masing-masing;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan,

n. menilai Prestasi Kerja PNS dilingkup Sub Bagian Keuangan,
berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah
dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

o

Bagian Ketiga
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 9

(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Sosial dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan,
dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang
perlindungan dan jaminan sosial.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan dan
jaminan sosial;

b. penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang perlindungan
dan jaminan sosial,;

c. pelaksanaan dan penggoordinasian kegiatan dibidang perlindungan dan
jaminan sosial;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang
perlindungan dan jaminan sosial;

KABAG
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(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai rincian tugas:

a.

memimpin dan menyusun rencana serta program Kkerja dibidang
perlindungan dan jaminan sosial kepada korban bencana alam dan
korban bencana sosial, politik dan ekonomi, pemulihan sosial dan
reintegrasi sosial, kesiapsiagaan dan metigasi bencana, kemitraan dan
pengelolaan logistik bencana, bantuan sosial, kepesertaan dan jaminan
sosial keluarga yang menjadi tugas dan kewenangannya,

merumuskan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perlindungan dan jaminan
sosial, korban bencana alam dan korban bencana sosial, politik dan
ekonomi, pemulihan sosial dan reintegrasi sosial, kesiapsiagaan dan
metigasi bencana, kemitraan dan pengelolaan logistik bencana, bantuan
sosial, kepesertaan dan jaminan sosial,

mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang
berhubungan dengan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
melaksanakan koordinasi kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja/lembaga atau pihak ketiga dibidang perlindungan dan jaminan
sosial;

melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinan tugas dibidang
jaminan sosial;

membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik
secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas
masing-masing;

melaksanakan  monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan,;

menilai prestasi kerja ASN dilingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan
Sosial berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang
telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian
Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara; dan

melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

(1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas
menyiapan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran
kebijakan teknis mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas
dibidang perlindungan sosial korban bencana alam.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis, perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan dibidang perlindungan sosial korban bencana
alam;

. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan dibidang perlindungan sosial

korban bencana alam; dan
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang
perlindungan sosial korban bencana alam;

OPD

KABAG
HUKUM




g sbidih ;-_:jf,,J T ’xq s SUSOUN  GLEL YR .
el s’y sasmind cmdioy sbeged Ikieos centmai sk usuoniic e
pen loiwos esadilomeg Jitonors  asb didleg  Jsiece znsonad e od
nsh nasimed | aisoged lesgtionr asb assgnic qaieo Isivor o amaigiw

apcragt rieb raenessded Isizos frotnsd (sreonsd difergol asalols risg

syrinsgmisns oA 1sb 2sgm ibaridm grisy vgisuiad joaoz
e i ooiespgnslevasrt . elsn aifz;’a:- asApidsl  nageggiogm o

i

asestrsl o0 0 reenean b oo guebidib roymgr-are gsyslsq neb rads ir i 1sg
el dirifor Twsva Qu.f;.mad nadrod mab mels soeonsd radin’ nieoz
Riesd Jdsleoe emvestoigy kb isfeoe amiddinisg Limonods
soasd slideigol neaiolsgnaq nab assiiunsd 60 sonsd enytom
[sizoz aarias] 13D rneel eesad Iniznz

aidss  nedsfidod | AsnAshuu-gusboUIaT NRTUISTSG DR siagomam . 0
argry gl asded-ngdsd  stse . 2imis| Avigpieg’, osb | Trenbor
Jdeieoe asnuns] fish rrsarz‘,brnuwrr grghid fegnsb ngun o rae g

b rsansh iesutd giod nsb  Atgss e iesatbicod pesdeisey

tu sl ek nsaoubdihisg ensbiith nglf)zf Sodig  nsis sgedui\e,

qiabi th aggut roaddoeg. ash estiliest deanibrocd nsHdsasadslom
' JBi202 rine sy

Siad lreotea oenivedaen eygisdes pe. ’5’ cad shegsd eeouyd rgsdmom 1
spaitt gnebod ~eb redgipapmieg taugse 2001193 nifgUsT OB2f S
& LirgRIr-Riia !

fabod e agrcaslege oad iesplave a0 rotino! dadnse. sfe ot
woeqet asdsnsedsitb  delsy r—-df;’f_ i .e'r_.-;‘rgﬁﬁ asbh_ essuy necrsensla
s% rneb nesnobaiitefd washid qurdyilib VIEA sfisa usﬁmu :.,J iy -0
LY B -'§ Jatsivag asb (C{AE} tpwessd ptisd rersert favinesbied 51 0F
gersiine®  mpish oorlsd  isgecve. mesrisgiogin ,it sp ingeoih
_ gab.sngsil - Igig 1uis e A siod lesie 19
Aurar eninnmhy 810 riasiredib aray cuanish esind craui asdsasasls fqr:* I
mab  oon asbrste nsdAtsssbisd  esgu! Toaem sbcr (iAo
ngsasbii-gashi g e BG

qislA macared pediod 3t 02 nsanithoied efe?

"”U’ svfpGmser palA sassnsl Cadio asgritboneg sl
rgreds o gedlsnsesiBlony  yiasdomm sHgostT msisb - radsd  weasizniem
L8l wensedsieq osdtoqeion 3D ""-“U'i'“.u'ﬁgffﬁfﬂ ausat pesisadeld

Jgasls sosasd radredl seog negnl dgitag anshab

iexla? t.(i'_. vl sbsa Buedsmib crsongndse 2sgul nsdsusad s

‘degiift nsdstsggmmloviem malA wosonst (ted1oid Ism08 mugrin’ a9
rebsenpaie #q  zieclss | oedetide! L ngenmor R :

;»rf;.-.tn‘:r.‘ riadod fsiaé‘e’: vsgnuprliog  gnsbidit

isizoz osanubil mq gnsb;mb n:!srax ﬁssmﬁgnets oy nedsd asqg ~1 ri5gg
sb muig-ane iad ooodwdd
vosbidih neisignl o8y ')m"sq r15b fas{rtavs Sariolinom nesnsedsiag
artetn snssned .tsd: 3 i [siz0e I8 DL T g

OX

bS5k |

9% |

£3)
..
E
F

,,..
-~

't D RAN
U AU




(3)

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai rincian
tugas :

a.

$H (D

memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, petunjuk
teknis, pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan kesiapsiagaan dan
mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan penguatan
sosial serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;

menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang
berhubungan dengan kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan
korban bencana alam, pemulihan penguatan sosial serta kemitraan dan
pengelolaan logistik bencana;

menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam,
pemulihan penguatan sosial serta kemitraan dan pengelolaan logistik
bencana;

menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesiapsiagaan
dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan penguatan
sosial serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;

. menyiapkan dapur umum/bantuan darurat korban bencana alam;

melaksanakaan pembinaan kepada Taruna Siaga Bencana (Tagana);

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam hal
kepada pimpinan;

menilai prestasi kerja ASN dilingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku
kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam
Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara; dan

melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

(1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi
serta evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan sosial korban bencana
sosial dan penanganan tanggap darurat bencana.

OPD

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan sosial
korban bencana sosial dan penanganan tanggap darurat bencana;
b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang perlindungan sosial
korban bencana sosial dan penanganan tanggap darurat bencana;
c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan dibidang perlindungan sosial
korban bencana sosial dan penanganan tanggap darurat bencana; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang
perlindungan sosial korban bencana sosial dan penanganan tanggap
darurat bencana.
KABAG 0
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(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai rincian
tugas:

(1)

a.

[
.

memimpin dan meyiapakan bahan penyusunan petunjuk teknis
penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi, serta pemulihan
sosial dan reintegrasi sosial serta penanganan tanggap darurat bencana
(Covid-19 dan darurat bencana lainnya), serta penyediaan tempat
penampungan.

menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan
mengoordinasikan kegiatan penanganan korban bencana sosial, politik
dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial serta
penanganan tanggap darurat bencana (Covid-19 dan darurat bencana
lainnya), serta penyediaan tempat penampungan,;

menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang
berhubungan dengan penanganan korban bencana sosial, politik dan
ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial serta penanganan
tanggap darurat bencana (Covid-19 dan darurat bencana lainnya), serta
penyediaan tempat penampungan;

menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), norma, kriteria,
pencegahan, penanganan penanganan korban bencana sosial, politik dan
ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosialserta penanganan
tanggap darurat bencana (Covid-19 dan darurat bencana lainnya), serta
penyediaan tempat penampungan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

memberikan pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi pencegahan
penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi, serta pemulihan
sosial dan reintegrasi sosial serta penanganan tanggap darurat bencana
(Covid-19 dan darurat bencana lainnya), serta penyediaan tempat
penampungan;

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan
ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial serta penanganan
tanggap darurat bencana (Covid-19 dan darurat bencana lainnya), serta
penyediaan tempat penampungan, dan melaporkannya kepada pimpinan;
memberikan bantuan kepada penyandang yang menjadi sasaran
pelayanan sesuai kondisi objektif;

menyiapkan dapur umum/bantuan darurat korban bencana sosial;
menilai prestasi kerja ASN dilingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban
Bencana Sosial berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku
kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam
Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara; dan

melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 12

Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas melaksanakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan
pelaporan dalam rangka melaksanakan kebijakan teknis dibidang jaminan
sosial keluarga.

OPD
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OPD

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Jaminan Sosial Keluarga menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan rumusan dan kebijakan teknis dibidang jaminan sosial
keluarga;

b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan
teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan dalam rangka
melaksanakan kebijakan teknis dibidang jaminan sosial keluarga;

c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan dibidang jaminan sosial
keluarga; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang jaminan sosial
keluarga.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi

Jaminan Sosial Keluarga mempunyai uraian tugas :

a. memimpin dan menyiapkan perumusan kebijakan validasi dan terminasi
bantuan sosial, kepesertaan, dan sumber daya Jaminan Sosial Keluarga;

b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan
mengoordinasikan kegiatan dibidang Jaminan Sosial Keluarga;

c. menghimpun mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang
berhubungan dengan jaminan sosial keluarga;

d. melakukan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH);

e. melakukan pengelolaan Fakir Miskin;

f. meemberikan rekomendasi terkait Pengangkatan Anak

g memberikan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga;

h. memberikan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;

e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, validasi dan
terminasi bantuan sosial, kepesertaan dan sumber daya jaminan sosial
keluarga;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;

g menilai prestasi kerja ASN dilingkup Seksi Jaminan Sosial Keluarga
berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah
dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi
Kerja Aparatur Sipil Negara; dan

h. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan
perundang-undangan.

Bagian keempat
Bidang Rehabilitasi Sosial
Pasal 13
(1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang

Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi sosial;

b. penyusunan rencanaan dan program Kegiatan dibidang rehabilitasi
sosial;

c. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan dibidang rehabilitasi sosial;
dan

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang
rehabilitasi sosial.
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(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai uraian tugas:

a.

b.

memimpin dan menyusun rencana serta program Kkerja dibidang
rehabilitasi sosial yang menjadi tugas dan kewenangannya;

perumuskan kebijakan, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik,
mental, sensorik, intelektual ganda dan eks penyakit kronis, korban
penyalah gunaan NAPZA, Bekas Warga Binaan Permasyarakatan (BWBP),
korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, eks tuna susila,
gelandangan, pengemis, orang dengan HIV, balita terlantar, anak
terlantar, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang memerlukan
perlindungan khusus serta lanjut usia

mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman
dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik,
intelektual ganda dan eks penyakit kronis, korban penyalah gunaan
NAPZA, Bekas Warga Binaan Permasyarakatan (BWBP), korban tindak
kekerasan, korban perdagangan orang, eks tuna susila, gelandangan,
pengemis, orang dengan HIV, balita terlantar, anak terlantar, anak
berhadapan dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan
khusus serta lanjut usia;

melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan lembaga
sosial masyarakat dalam rangka pengendalian penyelenggaraan kegiatan
dibidang rehabilitasi sosial;

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyandang
disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual ganda dan eks penyakit
kronis, korban penyalah gunaan NAPZA, Bekas Warga Binaan
Permasyarakatan (BWBP), korban tindak kekerasan, korban perdagangan
orang, eks tuna susila, gelandangan, pengemis, orang dengan HIV, balita
terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, dan anak
yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia;

melaksanakan bimbingan teknis dan pelayanan terhadap penyandang
disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual ganda dan eks penyakit
kronis, korban penyalah gunaan NAPZA, Bekas Warga Binaan
Permasyarakatan (BWBP), korban tindak kekerasan, korban perdagangan
orang, eks tuna susila, gelandangan, pengemis, orang dengan HIV, balita
terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, dan anak
yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia;

melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual ganda dan eks
penyakit kronis, korban penyalah gunaan NAPZA, Bekas Warga Binaan
Permasyarakatan (BWBP), korban tindak kekerasan, korban perdagangan
orang, eks tuna susila, gelandangan, pengemis, orang dengan HIV, balita
terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, dan anak
yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia;

menilai prestasi kerja ASN dilingkup Bidang Rehabilitasi Sosial
berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah
dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian Prestasi
Kerja Aparatur Sipil Negara; dan

melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 14

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi
sosial anak dan lanjut usia.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi :

a.

b

C.

d.

penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi sosial
anak dan lanjut usia;

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi sosial anak
dan lanjut usia;

penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan dibidang rehabilitasi sosial
anak dan lanjut usia; dan

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang
rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai rincian
tugas :

a.

OPD

KABAG
HUKUM

memimpin dan menyiapkan perumusan kebijakan pelayanan sosial anak
balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar,
rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial
anak yang memerlukan perlindungan khusus, rehabilitasi sosial anak
dan pelayanan sosial lanjut usia;

menyiapkan pelaksanaan kebijakan, pelayanan sosial anak balita dan
pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial
anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang
memerlukan perlindungan khusus, rehabilitasi sosial anak dan
pelayanan sosial lanjut usia dan pemulasaraan (bantuan kematian);
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan sosial
anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar,
rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial
anak yang memerlukan perlindungan khusus, rehabilitasi sosial anak
dan pelayanan sosial lanjut usia dan pemulasaraan (bantuan kematian);
menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain
yang berhubungan dengan pelayanan sosial anak balita dan
pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial
anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang
memerlukan perlindungan khusus, rehabilitasi sosial anak dan
pelayanan sosial lanjut usia dan pemulasaraan (bantuan kematian);
melaksanaan koordinasi dengan dinas terkait dan organisasi sosial yang
menangani pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak,
rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan
dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan
khusus, rehabilitasi sosial anak dan pelayanan sosial lanjut usia dan
pemulasaraan (bantuan kematian);

menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelayanan sosial
anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar,
rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial
anak yang memerlukan perlindungan khusus, rehabilitasi sosial anak
dan pelayanan sosial lanjut usia dan pemulasaraan (bantuan kematian);
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g.

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan pelayanan sosial anak balita dan
pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial
anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang
memerlukan perlindungan Kkhusus, rehabilitasi sosial anak dan
pelayanan sosial lanjut usia dan pemulasaraan (bantuan kematian) yang
telah dilaksanakan kepada pimpinan,;

menyiapkan perumusan kebijakan identifikasi dan rencana intervensi
pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrtasi, bimbingan lanjut
dan sumberdaya,;

menilai prestasi kerja ASN dilingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan
Lanjut Usia berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian
Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara Sipil; dan

melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

OPD

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi
serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi
sosial penyandang disabilitas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas;

b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas

c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan dibidang rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang
rehabilitasi sosial dan penyandang disabilitas.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai rincian
tugas :

a. memimpin dan menyiapkan perumusan kebijakan rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas fisik (fungsi tubuh), mental (pikiran/otak),
sensorik (panca indra), intelektual, serta eks penyakit kronis;

b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas fisik (fungsi tubuh), mental (pikiran/otak/ODGJ), sensorik
(panca indra), intelektual, serta eks penyakit kronis;

c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain
yang berhubungan dengan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
fisik (fungsi tubuh), mental (pikiran/otak), sensorik (panca indra) |,
intelektual, serta eks penyakit kronis;

d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik (fungsi tubuh), mental
(pikiran/otak), sensorik (panca indra), intelektual, serta eks penyakit
kronis;
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e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi rehabilitasi
sosial penyandang disabilitas fisik (fungsi tubuh), mental (pikiran/otak),
sensorik (panca indra), intelektual, serta eks penyakit kronis;

f. melakukan inventarisir permasalahan bidang rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas fisik (fungsi tubuh), mental (pikiran/otak),
sensorik (panca indra), intelektual, serta eks penyakit kronis serta
merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah;

g. memberikan fasilitas penyediaan alat bantu bidang rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas fisik (fungsi tubuh), mental (pikiran/otak),
sensorik (panca indra), intelektual, serta eks penyakit kronis;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas fisik (fungsi tubuh), mental (pikiran/otak), sensorik (panca
indra) , intelektual, serta eks penyakit kronis yang telah dilaksanakan
dan melaporkannya kepada pimpinan,;

i. menilai prestasi kerja ASN dilingkup Seksi Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan
perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan
dalam Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara; dan

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma,standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi serta evaluasi dan pelaporan dibidang sosial tuna sosial dan
perdagangan orang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang menyelenggarakan
fungsi:

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi sosial
tuna sosial dan perdagangan orang;

b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi sosial tuna
sosial dan perdagangan orang;

c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan dibidang rehabilitasi sosial
tuna sosial dan perdagangan orang; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang
rehabilitasi sosial tuna sosial dan perdagangan orang;

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang
mempunyai rincian tugas:

a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan rehabilitasi
sosial korban penyalahgunaan NAPZA, Bekas Warga Binaan
Permasyarakatan (BWBP), korban tindak kekerasan di luar panti dan
/lembaga, korban perdagangan orang, eks tuna sosial di luar panti
dan/lembaga, gelandangan, pengemis, orang dengan HIV/AIDS;

OPD
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(1)

(2)

50

menyiapkan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial korban
penyalahgunaan NAPZA, Bekas Warga Binaan Permasyarakatan (BWBP),
korban tindak kekerasan di luar panti dan /lembaga, korban
perdagangan orang, eks tuna sosial di luar panti dan/lembaga,
gelandangan, pengemis, orang dengan HIV/AIDS;

menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan Kkriteria
rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA, Bekas Warga Binaan
Permasyarakatan (BWBP), korban tindak kekerasan di luar panti dan
/lembaga, korban perdagangan orang, eks tuna sosial di luar panti
dan/lembaga, gelandangan, pengemis, orang dengan HIV/AIDS;
menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain
yang berhubungan dengan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan
NAPZA, Bekas Warga Binaan Permasyarakatan (BWBP), korban tindak
kekerasan di luar panti dan /lembaga, korban perdagangan orang, eks
tuna sosial di luar panti dan/lembaga, gelandangan, pengemis, orang
dengan HIV/AIDS;

menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, rehabilitasi
sosial korban penyalahgunaan NAPZA, Bekas Warga Binaan
Permasyarakatan (BWBP), korban tindak kekerasan di luar panti dan
/lembaga, korban perdagangan orang, eks tuna sosial di luar panti
dan/lembaga, gelandangan, pengemis, orang dengan HIV/AIDS;
pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS, korban
penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada
pemerintahan provinsi;

memfasilitasi pemulangan ke daerah asal,;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan rehabilitasi sosial korban
penyalahgunaan NAPZA, Bekas Warga Binaan Permasyarakatan (BWBP),
korban tindak kekerasan di luar panti dan /lembaga, korban
perdagangan orang, eks tuna sosial di luar panti dan/lembaga,
gelandangan, pengemis, orang dengan HIV/AIDS; yang telah
dilaksanakan kepada pimpinan;

menilai prestasi kerja ASN di lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna
Sosial dan Perdagangan Orang berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara; dan
melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Pasal 17

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai
tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dibidang
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan
fungsi:

a.

KABAG
HUKUM

penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan
sosial dan penanganan fakir miskin;
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b. penyusunan rencana dan Program kegiatan dibidang pemberdayaan
sosial dan penanganan fakir miskin;

c. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan dibidang pemberdayaan
sosial dan penanganan fakir miskin; dan

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

OPD

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai
rincian tugas:

a. memimpin dan menyiapkan perumusan, kebijakan pemberdayaan
dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan
fakir miskin,;

Cc. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang
berhubungan dengan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir
miskin;

e. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pendampingan dibidang
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

f. memberikan stimulant bagi usaha dibidang pemberdayaan sosial dan
penanganan fakir miskin;

g. melaksanakan, pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama baik sosial
maupun ekonomi dan mengadakan kerjasama dengan lembaga sosial
ekonomi;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;

i. menilai prestasi kerja ASN dilingkup Bidang Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan
perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan
dalam penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara; dan

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

(1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, penyusunan norma,
standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, serta
evaluasi dan pelaporan dibidang identifikasi dan penguatan kapasitas
dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Identifikasi dan Penguatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang identifikasi dan
penguatan kapasitas;

b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang identifikasi dan
penguatan kapasitas;

c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan dibidang identifikasi dan
penguatan kapasitas; dan

KABA .
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(3)

(1)

(2)

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang
identifikasi dan penguatan kapasitas.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai rincian tugas:

a. memimpin dan menyiapkan kebijakan dalam pelaksanaan verifikasi dan
validasi fakir miskin cakupan kabupaten;

b. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;

c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas;

d. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;

e. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial; dan

f. menilai prestasi kerja ASN dilingkup Seksi Identifikasi dan Penguatan
Kapasitas berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja
yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian
Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara; dan

g melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan
Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan
Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai tugas menyiapkan
bahan dalam rangka melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang
pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan pengelolaan
sumber dana bantuan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Pengelolaan
Sumber Dana Bantuan Sosial melaksanakan fungsi:

a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan
masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan pengelolaan sumber dana
bantuan sosial;

b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan
masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan pengelolaan sumber dana
bantuan sosial;

c. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan dibidang pemberdayaan
masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan pengelolaan sumber dana
bantuan sosial; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang
pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan
pengelolaan sumber dana bantuan sosial.

OPD
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OPD

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan
Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai rincian tugas:

a. memimpin dan menyiapkan perumusan, perencanaan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian
bimbingan teknis, pendampingan dan pemberdayaan, supervisi, evaluasi
dan pelaporan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, penyaluran
bantuan stimulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain
yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat,
penyaluran bantuan stimulan dan pengelolaan sumber dana bantuan
sosial;

c. menyiapkan bahan dalam melaksanakan bimbingan teknis, supervisi,
evaluasi Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, TKSK, serta tenaga
kerja sosial dan relawan sosial lainnya.

d. menyiapkan bahan dalam melaksanakan bimbingan teknis, supervisi,
evaluasi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil;

e. menyiapkan bahan dalam melaksanakan bimbingan teknis, supervisi,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan.

f. menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi pembentukan dan
pembinaan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM);

g. menyiapkan pelaksanaan perumusan, pelaksanaan, penyusunan norma,
standar, prosedur, kriteria, identifikasi dan analisis rekomendasi
perizinan undian dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan
sosial serta pemantauan dan penyidikan bidang undian;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan;

i. menilai prestasi kerja ASN dilingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat,
Penyaluran Bantuan Stimulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan
Sosial berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang
telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian
Prestasi Aparatur Sipil Negara; dan

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

(1) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, pemantauan,
supervisi serta evaluasi dibidang kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi
sosial.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang kelembagaan,

kepahlawanan dan restorasi sosial;

b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang kelembagaan,

kepahlawanan dan restorasi sosial;

c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan dibidang kelembagaan,

kepahlawanan dan restorasi sosial; dan

HORUM 20

id

7




BOBMIIBRAG
15453 p By o9
oL i reisqroent I- 2o

IS B2 7190
il Jigbaac
1% 5h J18BVEITedmsq e b
iy oag ,rffs:;'s SYSBI . i
Bl20g Nns
‘4{1-{;1'{::?“’ T

9,
FER
:alf LT L
{33 ‘fiﬁ&?n.n;i‘?-’ a1
risitaddmgac 3

BY3 EbiIsque

ARTHIBTIO0
-crariad girdel S
nsorstiasdmag  zasbid
rol s ansb e Gsslolegaag m

ei1o8

guhGe  Brae ASHT

rpfat aegnidmid | aexisins
dionaqieT tsbh enin

zinndst asgnidedd asdgne

<
te gruiosd SI8E

"Ei ‘.Jﬁf"
Iemo”

G ARG

re Q*\
wdune asiasitam
iy gnsrm; z

¢

by

%
«¥

4

“}-{i:i'

iBAE
g\tgu_?s;f!c,
BIIAY j:,{:f"*.‘-:i a5
fztefiosS  oels

BvesM gesvshrudmst (2498 ¢

(rroq rsb (T42) isWBgs

=
:"
=t

s e :f."; 3!0 £1841 ~K‘ b %zm\f s',vwifrzf;t 2sf

€
{rr20f tzpioie¥ nsb asar

isica?
_aarton tanuairvieg asspidet nssoipe !

zirplat rrsrsnid toric]
asAswsitegesd

YT

SIBLIRIN 5018
k h s

§

i raderessnslowisny siaod s

wiirrsiand

12 BITS s
...,ij')jcl:'_§

rnah

fIS! 11
] rebrisse Somon NBrueing

sy shyiaciomse
carrsd sasb Tadmus as s
CTBIBISU S
9

2iisl aagnidmid | nedstses
JedsyesM slecll

exg:::z
Bl U
i oesaszdslvg aiselom rtacy
iz &..J.iﬁfﬁi, i x:‘i.
_rsc,«hmr_mgn:;;_

nsb  Jesiey
fdelet wrisv 08

geige
ansd 1admp? rtssuliz:grr“‘i rah sl
aped o ,1?99.8 asdisesbrod inwon
b risilad If‘gn("‘if. JVB/IJ)\I!W’ 30

2 810Ban oo

IR 3
Isssn el

(1) tsvs sbsg buadsmib sosariupdse z2agig
G

uriabidih - emu ﬁﬂﬁsﬂefw :

fedatss 100 GEIEV s bloy

16757
cerigisrani
trind snsdd -
s rslgangton:

Y2 imarry

rebiadnisq  oiof
' e ek oleg M

QG iRy 6

fss

ash
e OIQIIIRDAA 2irl
gasbid msish
'whg!"s asb nslumiie aguingd
rab - migmurdgnes
ash npmobsy c2ir' gedsgicdosl
v 8grsh dorird s | g
ootz agitosd oorulavie
: Hgieoe

HIS100

rf&:r[ r :
T B (e
3 % 1ES Y
OE B4
Aslsror mslsh asd LS BT R D
” 2 B O Sy ot ~“',r'\‘r ¢ ad rermid 1y 47 i
E 1 JS’;‘.-" iibb ‘1 | RS i & B IRE P )
alsm asish aousd "iE..'~"» _r; SR

nuedslog oeogsl ,q ~sh |

melab  nsded m:équ (et
paptippoiod mus1oM eenidmag
feraans2dslag (roolgsi o

Ausbezowg  Bhasg!

s8h oubap osrisiiog
19Q BTise 50
selsogesielzn

ey mr s el b
BRI HS R

137 1ab s sIrg

S s AR * £
BN TO IO f;

e o b LS, L PR S .‘, ¥ e p
gilih Vgl sped iantesn] onuaom
icpiieonauinsd meviiiss '

T y P -~ ~
D - ANIOU  IRTISDID L83

Vi ligiz qA reRTe9T
r

iovdansadalom

-
o f e
<y \71 ’YGY ©

Fi3eTE

ey sl

Jidnged maggs o sl adan
risrieweidsga :

rigb sz rIc
oy ROIDITEA ,rh7

4 }"{.{l‘eL:)\i[h #A S B lc

Sg--

1sb nangweld

Ls:aoa *?mo,rasrx rmf; asrewsid
B 80 ;.;:f'--sz‘{a‘i;*q )

dsleoe enrotzot oal tecsw iilaaad

memoloyiant Aol (D)

0‘45

5




d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang
kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial;

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai uraian
tugas:

a.

OPD

KABAG
HUKUM

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, serta pemantauan dan
evaluasi penggalian potensi, kepahlawanan, keperintisan,
kesetiakawanan, dan restorasi sosial;

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, serta pemantauan dan
evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli
keluarga;

pengelolaan taman makam pahlawan,;

menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
penganugerahan tanda kehormatan dan penghargaan terhadap
pahlawan, perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,
keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta pengelolaan
taman makam pahlawan kabupaten;

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain
yang berhubungan dengan penganugerahan tanda kehormatan dan
penghargaan terhadap pahlawan, perintis kemerdekaan, pelestarian
nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi
sosial serta pengelolaan taman makam pahlawan kabupaten;
melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, wahana
kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial,
karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;

menyusun bahan pedoman/juknis pembinaan dan pengawasan kegiatan
pemberdayaan sosial bagi perintis kemerdekaan dan keluarga
pahlawan;

meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan sosial bagi organisasi
kepemudaan dan pekerja sosial masyarakat;

melaksanakan fasilitasi pengurusan pendaftaran ulang organisasi sosial
dan organisasi kepemudaan;

menyiapkan bahan penyelenggaraan dan pengembangan Loka Bina
Karya (LBK);

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan;

menilai prestasi kerja ASN dilingkup Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan
dan Restorasi Sosial berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan
perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan
dalam Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara; dan

. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan
peraturan perundang-undangan.
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(1)

(2)

(3)

(4)

5

(1)

3)

(4)

(9)

(6)

(7)

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok
tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di
luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap  pimpinan organisasi  bertanggungjawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan
laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.

Dalam penyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya
dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing,
wajib mengadakan rapat berkala.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung
Barat Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan pepemp: dalam Berita Daerah Kabupaten
2 p

Lampung Barat. AR LEF - AF

[ | SLTOAKAB

| - | ASSISTEN 1 Ditetapkan di Liwa

3 | ASSISTEN rpada tanggal 73 Desember 2020

4 1K oansass

& %— ) BUPATI LAMPUNG .

6 | \0fpelctomt 12

7[Bep oM V4

8

® . PAZ

10] KABAG HUKUM | @

.

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 1% O 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
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